
REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2025 (RIBU)

07 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan 1.000.480,0

07.02 Reformasi Hukum 1.000.480,0

Total 1.000.480,0

KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2025 ALOKASI 2025 (RIBU)

Total 0,0

KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2025 (RIBU)

Total 0,0

KODE PROGRAM

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL 2026 2027 2028

7092 Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama 11.864.109,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.864.109,0 0,0 0,0 0,0

7093 Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum 48.627.269,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48.627.269,0 0,0 0,0 0,0

7094 Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum 16.299.833,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.299.833,0 0,0 0,0 0,0

7095 Perencanaan dan Organisasi 18.759.408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.759.408,0 0,0 0,0 0,0

7096 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum 14.019.560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14.019.560,0 0,0 0,0 0,0

7097 Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum 1.834.871.176,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.834.871.176,0 0,0 0,0 0,0

7098 Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum 56.149.376,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56.149.376,0 0,0 0,0 0,0

7099 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum 998.015.494,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 998.015.494,0 0,0 0,0 0,0

Total 2.998.606.225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.998.606.225,0 0,0 0,0 0,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN HUKUM

:2. UNIT ORGANISASI 01 - Sekretariat Jenderal

:3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 02 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi

:4. PROGRAM Program Dukungan Manajemen

5. PRIORITAS NASIONAL

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN
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